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ABSTRAK

Perselisihan dan konflik dalam rumah tangga dapat
menimbulkan pertengkaran dan menyebabkan terjadinya perceraian.
Namun Perceraian boleh dilakukan apabila suami dan istri telah
berupaya melakukan perdamaian dan tidak lagi menghasilkan
kebaikan maka perceraian dianggap mengandung kemaslahatan.
Berdasarkan uraian tersebut, latar belakang penelitian ini adalah
adanya SEMA baru yang dalam upaya mempertahankan suatu
perkawinan dengan alasan perceraian dan pertengkaran terus menerus
harus telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini bagaimana
praktik perceraian sesudah berlakunya SEMA No 1 Tahun 2022 di
Pengadilan Agama IA Tanjung Karang. Bagaimana perspektif
Hukum Islam terhadap perceraian sesudah berlakunya SEMA No 1
Tahun 2022 di Pengadilan Agama 1A Tanjung Karang. Adapun
tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui pelaksanaan perceraian
sesudah berlakunya SEMA No 1 Tahun 2022 rumah di Pengadilan
Agama. IA Tanjung Karang. Untuk mengetahui perspektif Hukum
Islam'terhadap perceraian /sesudah berlakunya SEMA No 1 Tahun
2022 Di Pengadilan Agama IA Tanjung Karang. SEMA No 1 Tahun
2022 Di Pengadilan Agama IA Tanjung Karang. Metode yang
digunakan dalam penelitian.ini ialah metode kualitatif. Penelitian ini
termasuk jenis penelitian “lapangan” (field research) yaitu suatu
penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau
lapangan tempat penelitian. Teknik pengumpulan data dalam
penelitian dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan
dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyelesaian sengketa
perceraian pasca pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 di
Pengadilan Agama kelas IA Tanjung Karang sudah diterapkan dan
dilaksanakan dengan baik namun hanya disampaikan dibagian
informasi ketika terdapat pihak yang ingin mengajukan cerai saja.
karna sifatnya jika para pihak sudah mengajukan terdafar hakim



memberikan penjelasan pada para pihak terkait SEMA tersebut dan
menyarankan untuk rukun lagi jika alasan perceraian nya perselisihan
atau pertengkaran kalau belum 6 bulan disarankan agar menunda dan
mencabut jika para pihak ngotot bagaimana pun akan dipriksa agar
masyarakat paham, karna tujuan SEMA itu adalah untuk
mempertahankan perkawainan mempunyai prinsip mensukarkan
perceraian.Setelah berlakunya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 maka
bertambah ketentuan formil dalam hukum acara peradilan agama
dalam hal terjadi perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus
hanya dapat dikabulkan setelah terbukti suami istri pisah tempat
tinggal paling kurang 6 (enam) bulan. Diharapkan dengan adanya
skripsi ini untuk memudahkan hakim menggali akar permasalahan
perceraian yang diajukan oleh suami atau istri untuk meminimalisir
alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Kata kunci: Perceraian, Pertengkaran, Pengadilan Agama
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Untuk menghindari adanya kesalahan pengertian dan
untuk menyatakan perspesi dalam mengartikan dan menafsirkan
judul “PERCERAIAN SESUDAH SEMA NO 1 TAHUN
2022 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di pengadilan
Agama IA Tanjung Karang) ” maka dengan ini perlu
dijelaskan apa yang dimaksud dengan judul tersebut.

1. Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan
suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga
keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan
tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah
tangga.*

2., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1. Tahun
2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagal Pedoman
Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.?

3. Hukum Islamadalah hukum yang berasal dari agama Islam
yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk
kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat®

! Nur Lailatul Musyafa’ah,Peradilan Agama Di Indonesia (bandung:, 2004)
25.

2 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, ‘Surat Edaran
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan’, Surat Edaran, Nomor 1 Ta.tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2022), 1-16.

® H Muchammad, ‘Ruar: Riali’, Pengantar Hukum Islam, (Jakarta:
Serambi,2015), 13-15.



Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa
yang dimaksud dengan judul skripsi ini  adalah
“PERCERAIAN SESUDAH SEMA NO 1 TAHUN 2022
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (studi di pengadilan
Agama IA Tanjung Karang)” maka dengan ini perlu
dijelaskan apa yang dimaksud dengan judul tersebut.

B. Latar Belakang Masalah

Perselisihan dan konflik dalam rumah tangga dapat
menimbulkan pertengkaran dan menyebabkan terjadinya
perceraian. Namun Perceraian boleh dilakukan apabila suami
dan istri telah berupaya melakukan perdamaian dan tidak lagi
menghasilkan kebaikan maka perceraian dianggap mengandung
kemaslahatan.

Dalam kehidupan bermasyarakat selalu timbul pro dan
kontra yang tak jarang menimbulkan persengketaan diantara
keduanya.. Sama halnya .dalam kehidupan berkeluarga, tak
jarang masalah muncul sehingga menimbulkan pertikaian yang
berujung pada perceraian.*

Ada beberapa pasangan yang-terhalang perceraiannya
dikarenakan belum pisah ranjang atau masih satu rumabh.
Seberapa lama nya pemohonan masih bisa dikabulkan tapi
sekarang di pengadilan agama Tanjung Karang ada beberapa
orang yang terhalang perceraian nya karna ada SEMA baru
yang diatur SEMA no 1 tahun 2022 hanya dapat dikabulkan jika
terbukti suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya
setelah minimal 12 (dua belas) bulan dengan alasan suami atau
istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan atau batin
sedangkan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri

* Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Dan Peradilan Agama (jakarta:
Rajawali Press, 1997).54
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berselisin dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah
tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Latar belakang tersebut penulis tertarik mengangkat judul
penelitian mengenai perceraian sesudah SEMA No 1 tahun 2022
dalam perspektif Hukum Islam.

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang
memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus
karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”. Jadi,
istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan,
yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.
Perceraian harus dijalankan dengan menaati syarat-syarat dan
ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang, karena
perceraian menimbulkan akibat yang tidak hanya melibatkan
suami dan istri saja, namun pihak-pihak dan segala sesuatu yang
berkaitan dengan kedua belah pihak tersebut. Dalam Hukum
Acara Perdata, gugatan perceraian termasuk dalam. perkara
contentius yaitu perkara yang mengandung unsur sengketa.

Syarat dikabulkannya Perceraian dengan-alasan pecah
perkawinan (broken marriage). Menyempurnakan rumusan
Kamar Agama“dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor
04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi: “Hakim hendaknya
mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili
perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri
lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status
hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur
masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat,
olen karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika
perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator
yang secara nyata telah terbukti.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus dapat
membuat suatu tindakan yang mencerminkan kepeduliannya
terhadap warga negara, salah satunya adalah dengan memuat



ketentuan dalam undang-undang tentang perceraian yang
berguna demi realisasi pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat, khususnya pada permasalahan keluarga. Hadirnya
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
dianggap menjadi dasar hukum perceraian di negara ini,
undang-undang tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan
hukum masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian
di Indonesia. Pada Pasal 38 sampai Pasal 41 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38
menjelaskan mengenai dapat terjadinya perceraian karena
beberapa hal, kemudian Pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian
secara sah menurut peraturan hanya dapat dilaksanakan di depan
pengadilan, Pasal 40 menjelaskan mengenai penegasan tata cara
gugatan perceraian, dan Pasal 41 menjelaskan tentang akibat
putusnya perkawinan.

Upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi
prinsip mempersukar perceraian yang diatur SEMA no 1 tahun
2022 maka:

Perkara perceraian dengan alasan suami-atau istri tidak
melaksanakan kewajiban nafkah lahir-dan-batin, hanya dapat
dikabulkan jika terbukti suami atau istri tidak melaksanakan
kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti
suami atau istri berselisin dan bertengkar terus menerus atau
telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Seringkali  ditemukan para pihak yang hendak
mengajukan gugatan perceraian namun belum memenuhi syarat
salah satunya misalnya belum berpisah tempat tinggal selama 6
bulan. Terkait apabila ada gugatan yang tidak memenuhi syarat
dipengadilan agama Tanjung Karang petugas pelayanan tidak
boleh menolak pendaftaran perkara akan tetapi wajib
memberikan informasi terkait aturan yang berlaku, sedangkan
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putusan atas perkara yang telah terdaftar akan menjadi
kewenangan Majelis Hakim dan berdasarkan SEMA SEMA no
1 tahun 2022, Permohonan cerai talak antara pemohon dan
termohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam SEMA
maka perkara ini harus ditolak oleh Majelis hakim.

. Fokus dan sub fokus penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu batasan dalam proses
penelitian untuk memilih mana data yang relevan dan mana
yang tidak relavan, Fokus penelitian penulis memfokuskan
tentang Gugatan Perceraian Sesudah SEMA No 1 Tahun 2022
Tentang Pengabulan Perceraian Sebelum 6 Bulan Pisah Ranjang
(Studi di pengadilan Agama IA Tanjung Karang). Perkara
perceraian dengan alasan perselisinan dan pertengkaran yang
terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri
berselisin dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah
tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

. Rumusan masalah

Adapun “rumusan. masalah berdasarkan latar belakang
yang telah dipaparkan, maka dapat rumusan masalah penelitian
ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Perceraian Sesudah berlakunya
SEMA No 1 Tahun 2022 di pengadilan Agama |A Tanjung
Karang?

2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Perceraian

Sesudah berlakunya ~SEMA No 1 Tahun 2022 Di
Pengadilan Agama IA Tanjung Karang?
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E. Tujuan penelitian
Adapun tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perceraian Sesudah
berlakunya SEMA No 1 Tahun 2022 di pengadilan
Agama |A Tanjung Karang.

2. Untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap
Perceraian Sesudah berlakunya SEMA No 1 Tahun 2022
Di Pengadilan Agama 1A Tanjung Karang.

F. Manfaat penelitiaan

Melalui penelitian ini manfaat yang diharapkan adalah
sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Adapun manfaat secara teoritis yakni dapat
memperkaya wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai
wujud dari disiplin ilmu yang pelajari dan Penelitian ini
diharapkan dapat bermanfaat untuk membantu menambah,
memberikan, menyumbangkan  ilmu-~ pengetahuna
khususnya dalam bidang peradilan-sebagai salah satu syarat
dalam mencapai derajat kesarjanaan Hukum Keluarga
(HKI) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung .

2. Secara praktik

Manfaat secara praktik yaiu diharapkan penelitian
ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif dan dapat
memudahkan, mengaplikasikan, menjadikan bahan kajian
atau pemikiran lebih lanjut khususnya dalam bidang
peradilan. Khususnya bagi pembaca perspektif hukum
islam dalam Perceraian Sesudah SEMA No 1 Tahun 2022
Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama la
Tanjung Karang).



G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Supaya penelitian skripsi ini mempunyai nilai ilmiah dan
dapat dipertanggungjawabkan Kkeasliannya, maka peneliti
terlebih dahulu melakukan telaah pustaka terhadap hasil
penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, antara
lain:

1. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian
di pengadilan agama tais perspektif peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang
prosedur mediasi Skripsi oleh Annindia tahun 2019°.

Tujuan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu untuk
mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi perkara
perceraian di Pengadilan Agama Tais tahun 2019-2020 dan
untuk mengetahui pelaksanaan mediasi perkara perceraian
di Pengadilan Agama Tais dalam perspektif PERMA No. 1
Tahun. Jenis penelitian ini adalah Field research (penelitian
lapangan). Informan dalam penelitian ini adalah Hakim
pemeriksa, Mediator dam Hakim mediator di Pengadilan
Agama Tais. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan
yaitu:

a. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tais, hakim
harus menjelaskan kepada para pihak berpekara
mengenai prosedur mediasi dan kemudian para pihak
menandatangani formulir bahwa para pihak telah
menerima penjelasan mengenai prosedur mediasi oleh
hakim pemeriksa. Para pihak tidak dapat menentukan
jadwal dan mediaor untuk perkara para pihak. Dalam
proses mediasi paling lama dilakukan selama 30 hari
setelah penetapan perkara diberikan kepada mediator.
Para pihak tidak dapat memperpanjang waktu mediasi.
Pelaksanaan hasil mediasi ketika para pihak mencapai

5> Annindia, Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian
Di Pengadilan Agama Tais Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, 2019.



kesepakatan dan tidak mencapai kesepakatan para pihak
menandatangani hasil kesepakatan tersebut.

b. Mediasi di Pengadilan Agama Tais menurut PERMA
No. 1 Tahun 2016 pada tahap pra mediasi para pihak
telah menerima penjelasan dari hakim pemeriksa
mengenai  prosedur mediasi dan para pihak
menamdatangani formulir pernyataan bahwa para pihak
telah mendapat penjelasan dari hakim pemeriksa, hal ini
telah sesuai menurut PERMA No. 1 Tahun 2016. Pihak
pengadilan yang menentukan pemelihan mediator dan
jadwal mediasi, hal ini belum sesuai menurut PERMA
No. 1 Tahun 2016. Dalam proses mediasi paling lama 30
hari setelah penetapan SK mediator diserahkan, hal ini
telah sesuai menurut PERMA. Namun para pihak tidak
dapat memperpanjang waktu mediasi hal ini belum
sesuai didalam PERMA. Pelaksanaan mediasi para
pihak menandatangani hasil kesepakatan para pihak dan
kesepakatan tersebut . diserahkan kepada hakim
pemeriksa, hal ini sudah sesuai menurut PERMA No. 1
Tahun. 2016. dan pada penelitian ini-fokus pada
Problematika. . Penggunaan Surat. Tercatat Dalam
Pemanggilan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama
Tanjung Karang”).

2. Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara E-Court
Di Pengadilan Agama Trenggalek (Peraturan Mahkamah
Agung No 3 Tahun 2018) Skripsi oleh Muhammad Fahmi
Solakhunnuha mahasiswa IAIN Tulungagung.®

Konteks penelitian ini adalah untuk menganalisas
proses peradilan yang dilangsungkan menggunakan aplikasi
e-Court di Pengadilan Agama Trenggalek. Fokus pada
penelitian ini yaitu penerapan administrasi perkara

6 Muhammad Fahmi Solakhunnuha, Penerapan Administrasi Perdata
Perceraian Secara E-Court Di Pengadilan Agama Trenggalek (Peraturan Mahkamah
Agung No 3 Tahun 2018), 2022.
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menggunakan e-Court dan kesesuaian administrasi perkara
dengan Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018.
Metode penelitian yang digunakan menggunakan studi
lapangan (field research). Penelitian lapangan dipilih guna
menemukan fakta secara khusus berdasarkan objek
penelitian yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini
didapatkan dari data primer serta data sekunder. Data Primer
dikumpulkan melalui beberapa metode seperti observasi,
wawancara, dan analisa prosedur penerapan pengadilan
secara online di Pengadilan Trenggalek. Hasil penelitian
menyatakan kurangnya informasi yang didapat masyarakat
mengenai fitur baru yang ada pada pengadilan ini. Selain itu
masyarakat masih terbatas infrastruktur mulai dari
perangkat maupun akses internet yang kurang memadai
untuk menggunakan peradilan elektronik. Persamaan
penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah,
sama-sama menganalisis implementasi PERMA nomor. 7
tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA nomor 1 tahun
2019 tentang administrasi . perkara ~dan persidangan
dipengadilan secara elektronik . Sedangkan Perbedaannya
dari kedua penelitian ini adalah Penulis tidak menganalisa
aplikasi perkara Pengadilan.Agama Kota Blitar dari sisi
tinjauan hukum fikih (maslahah mursalah), tetapi
menganalisis terhadap Problematika Penggunaan Surat
Tercatat Dalam Pemanggilan Perkara Perceraian Di
Pengadilan Agama Tanjung Karang”.

3. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2019 Tentang E-Court Ditinjau Dari Teori Efektivitas
Hukum (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten
Malang)’

" Kirana Sari, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2019 Tentang E-Court Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum (Studi Kasus Di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang).
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sistem peradilan elektronik menjawab permasalahan
kekinian dan mengimplementasikan cita-cita Mahkamah
Agung dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat,
dan berbiaya murah. Namun, ada kekhawatiran bahwa hal
itu akan mengalahkan esensi hukum acara perdata dan
membuka pintu bagi praktik baru mafia peradilan. Sejalan
dengan kerangka penelitian di atas, penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui (1) Bagaimana implementasi e-Court di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang? (2) Bagaimana
implementasi  PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang
Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang ditinjau dari teori efektivitas
hukum? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan
dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan
melalui wawancara mendalam, observasi interaktif, dan
dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data meliputi
klarifikasi — data, verifikasi data, dan analisis data
berdasarkan teori kemanjuran hukum Soerjono. Soekanto
dan Lawrence M. Friedman. Berdasarkan temuan penelitian
ini, 1) Pelaksanaan sidang secara elektronik di-Pengadilan
Agama Kabupaten Malang belum efektif, karena hanya
faktor penegakan hukum, - struktur “hukum, dan budaya
hukum dapat dikatakan efektif dari delapan indikator yang
digunakan untuk menilai efektivitas persidangan elektronik
di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Sedangkan faktor
hukum, faktor masyarakat, faktor budaya, faktor fasilitas,
dan substansi hukum tidak dapat dinilai berhasil. 2)
Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan
beberapa upaya penerapan persidangan elektronik antara
lain menyiapkan hakim profesional, menyediakan fasilitas
untuk penyelenggaraan persidangan elektronik, menyiapkan
SDM unggul untuk mengoperasikan aplikasi persidangan
elektronik, evaluasi, dan pemutakhiran penerapan aplikasi
persidangan elektronik , dan bekerja sama dengan pos
bantuan hukum dalam mewujudkan persidangan perbedaan
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dari penelitian ini adalah Sedangkan Perbedaannya dari
kedua penelitian ini adalah Penulis tidak menganalisa
Tentang E-Court Ditinjau Dari Teori Efektivitas Hukum
tetapi menganalisis terhadap Problematika Penggunaan
Surat Tercatat Dalam Pemanggilan Perkara Perceraian Di
Pengadilan Agama Tanjung Karang”

4. Mamatus Sholihah tahun 2017 yang berjudul “Implementasi
Tahapan Mediasi Oleh Mediator Pengadilan Agama Kelas
1A Kabupaten Kediri”.?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian
lapangan . Penelitian ini membahas bagimana Penerapan
tahapan tugas mediator di Pengadilan Agama Kabupaten
Kediri tetap dilakukan, meskipun hanya secara global saja.
Indikator keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri adalah tergantung kesadaran para pihak
yang berperkara itu sendiri. Sedangkan dalam penelitian
saya membahas tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan,
mengkaji apa yang menyebabkan masih sedikitnya perkara
yang berhasil di mediasi “khususnya dalam perkara
pereceraian. Skripsi Gita Khairunisa,-berjudul “Efektifitas
Mediasi Dalam Perkara Perceraian Pasca PERMA No 1
Tahun 2016 (Studi di Pengadilan Agama Kelas I-A
Bengkulu)”. Dalam penelitian ini membahas tentang
bagaimana pengaruh PERMA No 1 tahun 2016 terhadap
penyelesaian perkara melalui mediasi untuk menguurangi
penumpukan perkara di PA Kelas I-A Bengkulu. Penelitian
ini dan penulis mempunyai persamaan yakni tentang kata
kunci “perkara perceraraian perspektif PERMA No 1 Tahun
20167, menganalisis terhadap Problematika Penggunaan

® |mmamatus Sholihah, Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator
Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Kediri, 2017.
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Surat Tercatat Dalam Pemanggilan Perkara Perceraian Di
Pengadilan Agama Tanjung Karang®

5. Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2019 Tentang Electronic Litigation Di Era Pandemi Covid-
19 dalam Konsep Maslahah Mursalah™®

Efektifan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun
2019, kemudian bagaimana keefektivan nya dimasa
pandemic covid-19 dan dihubungkan dengan konsep
Maslahah Mursalah, dalam hal ini penulis meneliti di kantor
Pengadilan Agama Sei Rampah. wawancara pada beberapa
informan dapat diartikan bahwa Mahkamah Agung
Republik Indonesia mengeluarkan peraturan tersebut demi
untuk sebuah kemaslahatan bagi pihak yang berperkara agar
bisa lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan sesuai
dengan pasal 2 ayat 4 UU No 48 tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman. Terlebih lagi pada masa pandemi
covid-19 ini bisa menjadi penyelesaian atas perintah dari
pemerintah untuk tidak adanya perkumpulan seperti hal nya
perkumpulan untuk menunggu antrian penyelesaian, yang
akan menyebabkan cepat tersebarnya--penyakit yang
menular tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan
bahwa litigasi elektronik kurang efektif penerapannya di
Pengadilan Agama Sei Rampah dengan berbagai kendala,
terkait masyarakat yang menggugat di pengadilan Agama
Sei Rampah kurang memahami dalam penggunaan
teknologi. Perbedaannya dari kedua penelitian ini adalah
Penulis tidak menganalisa Efektivitas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Electronic Litigation
Di Era Pandemi Covid-19 dalam Konsep Maslahah

® Immamatus Sholihah, “Implementasi Tahapan Mediasi Oleh Mediator

Pengadilan Agama Kelas 14 Kabupaten Kediri”, Skripsi (Malang: Universitas Islam
Negeri Maulana Malik lbrahim, 2017)

0 Rohayati Rohayati, Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2019 Tentang Electronic Litigation Di Era Pandemi Covid-19 Dalam Konsep
Maslahah Mursalah, 2019.
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Mursalah tetapi menganalisis terhadap Problematika
Penggunaan Surat Tercatat Dalam Pemanggilan Perkara
Perceraian Di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

H. Metode penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang
dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, serta
pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya
diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala,
atau isu tertentu:

1. Jenis dan sifat penelitian
a. Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah
metode kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian
lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang
bertujuan untuk mengumpulkan data dari_lokasi atau
lapangan tempat penelitian. Penelitian “ini dilakukan
untuk memperoleh data dan fakta di lapangan terkait
Perceraian Sesudah SEMA No 1 Tahun 2022 Perspektif
Hukum-Islam (Studi Di Pengadilan- Agama IA Tanjung
Karang).

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu
suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-
data yang disusun dijelaskan serta dianalisis dan
diinterpretasikan lalu kemudian disimpulkan.

2. Sumber data
a. Sumber data primer

Sumber data primer yang dimaksud adalah
keseluruhan sumber data utama yang menjadi objek
penelitian dengan cara peneliti memperoleh data di
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3.

lapangan, yang bersumber dari Pengadilan Agama kelas
IA Tanjung Karang. Adapun yang dijadikan sumber data
primer pada penelitian ini adalah Hakim di Pengadilan
Agama kelas IA Tanjung Karang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksud adalah data
yang mendukung data primer yang dapat diperoleh di luar
objek penelitian, yang meliputi dokumen-dokumen yang
berkaitan dengan penelitian di pengadilan agama kelas 1A
Tanjung Karang serta referensi atau buku-buku yang
relevan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian.

Informan penelitian

Penelitian kualitatif posisi sumber data yang berupa
manusia (narasumber) sangat penting peranannya sebagai
individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan
narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena
itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada
yang diminta peneliti, tetapi ia dapat lebih memilih arah
dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki.
Karena posisi inilah sumber data yang berupa manusia di
dalam penelitian ~kualitatif disebut sebagai informan.
Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang
benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat
langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam
penelitian ini adalah:'

Hakim pengadilan agama kelas 1A Tanjung Karang
Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan
beberapa metode yang berhubungan dengan pendekatan
kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan 2 (dua)

11 Sugionio, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,Cetakan Ke

27, 2018.
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teknik pengumpulan data yaitu wawancara (interview) dan
dokumentasi. Berikut merupakan penjelasan dari masing-
masing teknik pengumpulan data tersebut

a. Wawancara atau Interview

Wawancara merupakan teknik pengumpulan
data dengan melakukan proses tanya jawab dari hakim.
Tujuan wawancara dilakukan guna mendapatkan
gambaran detail mengenai perceraian sesudah SEMA
No 1 Tahun 2022 pada Pengadilan Agama Tanjung
Karang guna dianalisis menggunakan mengetahui
bagimana Perceraian Sesudah SEMA No 1 Tahun
2022 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan
Agama |A Tanjung Karang) Apakah berjalan dengan
baik.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan kumpulan
berkas-berkas terdahulu. yang dapat dijadikan acuan
maupun rujukan dalam  membuat penelitian baru.
Berkas tersebut dapat berupacatatan-catatan singkat,
data grafik, maupun gambar. Dapat dikatakan
dokumentasi merupakan sumber data yang didapat dari
berkas bukan merupakan hasil dari sumber manusia
yang menjadi objek penelitian tertentu.*?

5. Pengolahan data

Pengolahan dapat berarti menimbang, menyaring,
mengatur, serta mengklarifikasikan, Dalam menimbang dan
menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data
yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah
yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi
dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut
aturan tertentu. Yang berfungsi untuk mengolah data-data

12 zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (jakarta : Sinar Grafika, 2011).



yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-
tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data yaitu mengoreksi apakah data yang
terkumpul sudah cukup lengkap dan sudah benar atau
sesuai dengan masalah.

b. Klarifikasi adalah penggolongan data-data sesuai
dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakan
pengecekan data.

c. Interprestasi yaitu memberikan penafsiran terhadap
hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari
data.

d. Sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap
data-data dan bahanbahan yang telah diperoleh secara
sistematis yang terarah dan berurutan sesuai dengan
klarifikasi data yang diperoleh.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mengolah data secara
terstruktur yang diperoleh dari hasil pengumpulan data
dengan cara memaparkan dan memilah segala hal yang
menjadi fokus™ penelitian. - Teknik analisa data yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis model
deskriptif. Dalam hal ini, peneliti menggunakan analisis
deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan
keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat,
kemudian  dipisahkan  menurut  kategorinya  untuk
memperoleh kesimpulan. Dalam mengolah data atau proses
analisanya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang
diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, selanjutnya,
interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu
kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang
berkaitan dengan permasalahan penelitian.
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Setelah data yang diperoleh dan terkumpul, kemudian
mengadakan analisa lanjutan terhadap hasil
perorganganisasian data, dan mengolah data untuk diterima
atau tidak. Dalam menganalisa data, penulis terlebih dahulu
memulai dengan menelaah data yang telah dikumpulkan dan
di dapat dari berbagai sumber baik dari buku-buku, hasil
wawancara, dalam berbagai catatan lapangan, dan lain
sebagainya.

Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan
sistematis, penyusun mengelompokan skripsi kedalam
beberapa Bab, dengan rincian penulisan sebagai berikut:

Bab | (Pendahuluan) yang terdiri dari penegasan judul,
latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
kajian penelitian yang. terdahulu relevan, metode penelitian
dan sistematika pembahasan.

Bab--ll (Landasan Teori) dalam-bab ini terdapat
beberapa hal yang perlu dijelaskan yaitu: Perceraian Sesudah
SEMA No 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (Studi Di
Pengadilan Agama |A Tanjung Karang)

Bab Il (Deskripsi Objek Peneltian) dalam bab ini
menjelaskan tentang gambaran umum Pengadilan Agama
Kelas IA Tanjung Karang dan Perceraian Sesudah SEMA No
1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan
Agama IA Tanjung Karang). Hal ini dipaparkan agar
nantinya dapat menjadi rujukan dalam analisis dibab
selanjutnya.

Bab IV (Analisis Penelitian) dalam bab ini peneliti
membahas hasil penelitian, yaitu praktik Perceraian Sesudah
SEMA No 1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (studi di
pengadilan  Agama IA Tanjung Karang)Bagaimana
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perspektif hukum islam dalam Perceraian Sesudah SEMA No
1 Tahun 2022 Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan
Agama |A Tanjung Karang)

Bab V (Penutup) bab ini merupakan penutup dari
semua rangkaian penelitian, yang berisi tentang kesimpulan
dari seluruh pembahasan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pemaparan yang telah penulis jelaskan
diatas yang berjudul perceraian sesudah SEMA no 1 tahun 2022
perspektif hukum islam (studi di pengadilan agama 1A Tanjung
Karang), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan SEMA
terlalu summir yakni tidak berusaha melihat kebenaran dan
motif pemohon mengajukan perceraian, sehingga kemudian
menyimpulkan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-
dalil  permohonannya mengenai alasan perceraiannya
merupakan tindakan gegabah yang dapat melukai rasa keadilan
pihak-pihak, pembuktian diserahkan kepada hakim dengan
menggunakan persangkaannya untuk memperkuat adanya akibat
perselisihan dan pertengkaran tersebut dengan logika bahwa
sangat janggal perpisahan rumah atau pisah ranjang terjadi tanpa
didahului-oleh peristiwa perselisihan dan pertengkaran.dengan
tetap mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, yuridis
bahkan pertimbangan  psikologis harus tergambar sebelum
memutus ikatan mitsagan ghaliza.

Sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah
Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan tanggal 15 Desember 2022.

Rumusan Hukum Kamar Agama (angka 1 huruf b poin 2)
yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya
mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip
mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan
perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus dapat
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dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar
terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama
minimal 6 (enam) bulan.

Islam tidak melarang perceraian namun, Perceraian
merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah
tangga ketika tidak ada solusi yang lain. Menurut hukum islam
perceraian boleh dilakukan kapan saja tidak harus menunggu
dalam waktu tertentu, Namun hukum talak ditinjau dari segi
kemaslahatan dan kemadharatannya yaitu talak dihukumkan
wajib manakala terjadi perselisinan yang terus menerus antara
suami isteri lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali
dengan mendatangkan dua hakam yang mengurus perkara
keduanya. Jika kedua hakim tersebut memandang bahwa
perceraian lebih mashlahat bagi mereka, maka saat itulah talak
menjadi wajib. Dan Talak dapat dihukumkan terlarang atau
haram yaitu talak yang dilakukan ketika isteri sedang haid.

Islam memiliki prinsip dan tujuan yaitu mempertahankan
perkawainan mempunyai prinsip mensukarkan dan mempersulit
perceraian. .yang diperlihatkan" dalam hadis Nabi yang
menjelaskan tentang perceraian merupakan-tindakan halal
namun sangat dibenci-oleh Allah. Maka demi merealisasikan
prinsip tersebut, dalam SEMA no 1 tahun 2022 ini juga
menganut mempertahankan perkawainan mempunyai prinsip
mensukarkan dan mempersulit perceraian. Yang tercantum,
dalam Rumusan Hukum Kamar Agama (angka 1 huruf b poin 2)
yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya
mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip
mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat
dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisin dan bertengkar
terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama
minimal 6 (enam) bulan
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B. Rekomendasi

Setelah  penulis  memberikan  kesimpulan  diatas
selanjutnya penulis memberikan saran sebagai berikut:

Alasan perceraiannya perselisihan atau pertengkaran
kalau belum 6 bulan disarankan agar menunda dan mencabut
bagaimana pun akan diperiksa agar masyarakat paham, karna
tujuan SEMA itu adalah untuk mempertahankan perkawinan
dan mempunyai prinsip mensukarkan perceraian.
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